
BUPATI CL/1NJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 50 TAHI'N 
'O14

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA SATUAN POLISI PAMONG PIIAJA KECAMATAN

PADA SATUAN POLISI PAMONG PRA.IA KABUPATEN CIAN.NJR

DENGAN MHMA'I TUHAN YANG MAHA ESA

EUPATJ CIANJUR,

a. banwa dalam upaya peningkatan pelaydd kepada
masyarakat di bid@g penegake Peraturan Daerah
dan Peraiurd Bupati, penyelenggam keterliban
umum dm ketentermd masyarakat serra
perlindungan masyarakat di wilayah Kecmata, lerlu
dibentuk Unit Pelal{sana satuan Polisi Pmong Praja
Kabupaten Cianjur yang menyelenggarakan sebagian
tugas dm fungsi Satum Polisi Pamong haia
Kabupaten cianju.i

b. bahwa berdasarkd pe imbangan sebagaimma
dimal{sud daLam hurul a, pe.lu menetapkan Peraturm
Bupati tent@g Pembentukm, Orgdisasi dan Tata
Keda Unit Pelaksda Satuu Polisi Pamoog Praja
Kecamatan pada Satuan Polisi Pamone Praja
Kabupaten Cianjur.

1. Undang-Undang Nomo. 23 Tahun 2014 tentmg
Pemerlntanm Daerah (Lembare Nega.a Republik
Indonesia'Iaiun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negda Republik Indonesia Nomor 55a7)
sebagaimua tebn diubah dengan Peratu.an
Pedenntal Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun
2ol:r tentang Perubanm Atas Undang-Undmg Nomor
23 Tanun 2014 tentdg Pemerintahe Daer.n
(Lembdd Nesara Republik Indonesia'Iahun 2014
Nomor 246, Tmbahd Lembard Negtua Republik
Indonesia Nomor 5549)j

2. Undang Unddg Nomor 5 Tahun 2014 tenteg
Aparatur sipil Negan (irmbaran Nesda Republik
Iqdonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahm Lembaran
Nes a RepubLik Inclonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerlntah Nomor 41 T.nun 2007 tentang
Pedoman Orsanisasi Perangkat Daer.n Pembarao
Negea Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahd Lemb m Negara Republik Indonesia
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4, Peratu.m Pemerintah Nomor t9 Tahun 2008 renrds

Ke.amatan (l*mbdm Negda Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor ;lo, Tambahan Lembar@ Negara
Republik Indonesia Nomor 4426);

5. Peratu.m Pemerintah Nomor 6 Talun 2010 tentans
Satuan Polisi Pmong Pmja (Leobaran Negara
Republik Indonesia Tanun 2010 Nomor 9. Tdbanan
Lemhdd Negda Republik Indonesia Nomor so94li

6. Peraturan Menterl Ddm Negeri Nomor 57'lahun 2007
tentang P€tunjuk Teknis Penataa Ory@isasi
Perangkat Daerah sebagaihda tebn diuba.h dengan
Peraturan Menten Dalm Neeeri Nomor 56'lahun 2010
tentang Perubahm Atas PeEtu.an Mentei Dalam
Negeri Nomo. 57 Taiun 2007 Tentang Petunjuk Teknis
Penatam Organisasi Perangkat Daemn (Berita Negara
Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor537);

7. Peraturan Menterl Ddd Negeri Nomor 44'Iahun 2010
tentang KetentrM, Ketertiban dd Pe.lindungan
Masydakat dalam Rangka Penegalm Eak Asasi
Manusia (Bedta Negara Republlk Indoresia Tahun
2010 Nomor 436)i

a. Peratu. Menteri Dalam Neseri Nomor 40 'lahun 20 I I
tentang Pedomd Orgaaisasi dm Tata Ke.ja satuan
Polisi Pamong PEja (Be.ita Nesda Republik Indonesia
Tahun 201I Nomor 59Ol;

9. Peraturan Daeral Kabupaten Cianjur Nomor 07
Tahun 2008 tentang Orgdisasi Pemerintahan Daerah
dan Pembentukan Oigdisasi Permgkat Daerah
(Lembdm Dasrah Kabupaten cidjur Tahun 2008
Nomor 07 Se.i D) sebagaimana telah beberapa kali
diuban terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Cianjur Nomor 9 Tanun 2013 tentang Perub.nan
Keliga atas Peraturan Daeran Kabupaten Cianjur
Notuo. 07 Tanun 20oa tentang Orgdisasi
Pemerintahd Daeiai dan Petubentukm Organisasi
Perm8kat Daerah Kabupaten clmjur (L€mbaran
Daerah Kabupaten Cihju Tanun 2013 Nomor 9);

10. Peraturan Bupati Cidjur Nomo. 08 Tahun 2012
tentang Tugas, Fungsi dd Tata (e{a Unit Oqmisasi
Di Lingkungan Satud Polisi Pdong Praja (abupaten
cimjur (Berita Daeran Kabupaten cidjur
2012 Nomor 8).

MEMUTUS(AN :

Meoetapkan : PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PEI-AKSANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KECAMATAN PADA SA'IUAN POLISI PAMONG PRAJA
KARI]PATEN CIAMIIIR
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BAB I

KMENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daeran ad.lah Kabupaten Cieju.
2. Pemenntah Daeran adalan Pemerintah Kabupat€n Cimju.
3. Bupati adalan Bupati Cidjur.
4. Sekretais Daeran selanjutnya disebur Sekda adahn Sekretaris DaerEI

Kabupaten cianjur
5. Satud Polisi Pamons Pmja selanjutDya disebur Satpot pp adalatl

Satud Polisi PMong PEja (abupaten Cidjur.
6. Kepala Satum Polisi PMong Praja selaojutnya disebut kasat pol pp

adahn Kepala Satuan Polisi Pdong PEja Kabupaten Cianjur.
7. Cdat adalah Cdat di tingkungan peme.intatr Kabupaten Cianjur.
a. Kepata Seksi Ketent.aman dan kr€rtiban Umum adalah KeData Seksi

Kerenr,am.. dan (-,e,tiban vmum pEd. rc. ao.rr.
9. Kepala Sub Bagian Uhum da (epegawaian adatan (epala Sub

Bagim Unum de Kepegawaid pada kecamatan.
10. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pmone praja selanjutnya disebut Up

Satpol PP adalah Unit Pelaksana Satuan Polisl pmong praja yog
bertugas dm memiliki wilayah kerja di Kecamatd.

I 1 , Kelala Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut
kepala UP Satpol PP adabn &pala Unit pelaksana Saruan polisi
Pamons Preja Kecmatan.

l2.Kepala Sub Bagia Tata Usaha setdjutnya disebut Xasubbag TU
adalah Kasubbag TU Unit Pelaksana Satuan polisi eamong rraia

13. Polisi Pamong Praja yang seldjutnya disebut pol pp adalah ap atur
Pemerintah Daerai ymg melat{sanakan tugas Bupati dal@
memelihara dan menyelenggarakm ketentaman dan ketertibd
umuh, menegakkan Peraturan Daerai dd Pe.aturan Bupari.

14. Satuan Perlindungan Masyaalat yang seldjutnya disebut Sadinmas
adalan warga masya.akar yang disiapk@ dan dibekali pengetahum
serta keterdpilan untuk melal<sanakad kegiatan penangan&
bencana guna mengurangi da! memperkecil alibat bencda, ssrta
ikut memelihara keamam, ketentraman dan keterribd masyarakat,
kegiatan sosial kemasyarakatan.

15. ktertiban Umum da KetentrMm Masyarakat adatan suatu keadad
dinamis yang memungkinkan Pemeintah Daerah dan masyarakal
oapar relduka' krgia;"nnya denB"r renreram, rerrib, da .er"1ur.

16. Kecdatan adalah Perangkat Daera}r sebagai unsur petaksda
kewilayahm pada tingkat kecamatan dalh penyelenggdM
Pemerintaian Daeran, yans merup.-kd wilayah kerja cmat.

17.Teknis Administatif adslah petaksanaan rugas administEsi umum,
keuangd dm kepegawalm Unit Pelaksana Satud polisi pamo.g



l4.Teknis Operasional adalall pelaksaoafu tugas operasionaL
penyelengg-ad ketertiban utuum dm ketenrraman masyarakat serta
penegal{d Peraturan Daeran dm PeratuEn Bupati.

lg.Jabatan Fugsional Umum adslan kedudukan ydg nenunjukke
tugas, tanggung jawab, wepenang .lan hah seseorang PNS dd@
rdgka menjarankd tugas pokok du fungsi keahlid dan/atau
k.rermpil q rLk men.6pd ,rjJd orscni.a!

20. Kelomlok Jabatan Fungslonal Tertentu adalah Kelompok Pegawai
Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dao hak secda penuh oleh
pejabat yeg beNenang untuk melaksanakm kegiatan ymg sesuai
dengan p.ofesinya .lalam .angka meduku.g kelancarm tugas dan
lungsi UP Satpol PP I<ecmatan pada Satpol PP Kabuparen ciejur.

BAB II
PEMBENTUI(AN

Pasal2
Dergan Peraturan Bupati ini dibentuk UP Sarpol PP.

Pasal3
UP Satpol PP di lingkuDgm Pemenntah Kabuparen Ciejur sebagaimda
dimaksud dald Pasal 2, terdiri atas :

1 . UP SatpoL PP Kecdatan Agrabintai
2. UP Satpol PP (ecamatan Bojongpiongi
3. UP Satpol PP (ecdatan Cianjur;
4. UP SatpoL PP Kecmatan Cibeber;

5. UP Satpol PP Kecamatan Cllaku;
6. UP satpol PP Ke.matan Ciranjang;
7, UP Satpol PP Kecdatan Cugeoang;

8, UP Satpol PP Kecmatan Cikalongkulont
9. UP Satpol PP Kecdatd C@paka;
10. UP Satpol PP Kec@atan Clblnong;
11. UP Satpoi PP Kecdatd Cidaunj
12. UP Satpol PP Kecmatan Cmpar<dulya;
13. UP Satpoi PP Kecmatd Cikadu.
14. UP Satpol PP Kecamatm cjjati
15. UP Satpol PP Kecmatm Cipanas;

16. UP Satpol PP Kec@atan Gekbrongi

17- UP Satpol PP Kecmat@ Haummgii
la. UP Satpol PP Kecmatan Karangtengah;

19, UP Satpol PP Kecmatd (adupadaLj
20. UP Satpol PP Kecmat@ rales;

2i. UP Satpol PP Kecdatan Mandej
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22. UP Satpol PP Kecmaran Ndinggut;
23. UP Satpol PP Kecamatd Pacet;

24. UP Satpol PP Kecmatm Pagelaranl

25. UP Satpol PP K€caoate Pasnkudai
26. UP Satpol PP Kecamatd Sukalurll
27. UP Satpol PP Kecmatd Sukaresmil
24. UP Satpol PP Kecaoatu Sukeagda,
29. UP Satpol PP Kecmatan Sindmgbarang;
30. UP Satpol PP Kecamatan 'rakokak;

31. UP Satpol PP Kecmatan 'ranggeula;

32. UP Satpol PP Kecamatan Wmnskondang.

BAB III
KEDUDUI(AN. TUGAS DAN FUNGSI

Bagian l(esaau

Kedudukan

Pasal4
UP Satpol PP adalah unsur pel.l{sana rugas teknis operasional Satpol pp,
yang dipimpin oleh seorang Kepala UP Satpol PP Kecmaran secara tekiis
administratif bertangghg jawab kepada Camat dan secda teknls
operasional bertanggung jawab kepada Kasat Pol PP.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi
pasat 5

(1) UP Satpol PP mempunyai tugas melaksdalan sebagian tugas Satpol
PP dibid g penegakan Peraturan Daerah dd Peraturan Bupari,
penyelengcaraao kete.tiban umum dd ketentermd masvarakat
sera p-r".dL-gan masydJ{ar dr q.av.n *e. da.41 .esuar de.Ccn
peraturan perundang-undangd.

{2) Dalam menyelengstrakan tucas sebasaimana dimaksud pada ayat
( 1), UP Satpol PP mempunyai funssi:
a. penlusund rencana keSiard uP satpol PP Kecdatan sesuai

denge proglm dan kegiatd Satpol PP Kabupaten;
b. penyeLenggrae ketatausahaan UP Satpol PP (ecmatani
c. pelal<sdad kebijakan penegakan Peraturm Daerai da

Peraruran Bupati di wilayan ke4@yai
d. pelaksmaan kebtakd penyelenggaraan Keter".iban Umum dd

Ketentramd Masyarakat di wilayah kerjanya;

e. pelatsdaan kebijakan perlindugm masyamkat di wiLayah
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t pelal<sdtu koordinasi penesakan peraturm DaeEh dm
PeratuEn Bupati, penyelengg@e keterriban umum dd
ketentrdd masyarakat dengd kepolisian NegaE Republik
Indonesi, Penyidik Peaawai Negeri Sipil Daerai, dm/atau
apdatu lainnyaj

g. pengawasan kepada orag, badd huLum dd aptratur di
wihyan keljanya terhadap pelanggaran PehruEn Daeratl dm
PeEturan Bupati; dd

h. pelal{sdaan tugas lain ymg diberike oleh Kasatpol pp sesui
dengm peraturm perundang-u.ddgd.

BAB IV
ORGANISAS1

Basid (eetu
Unsuro.gdisasi

Pasal6
Unsur orgmisasi UP Satpol PP, terdiri atas :

1. unsur pimdnm adabn lGpala;

2. unsu pembmtu pimpjnm adalal Kasubbag TU;

3, unsur pelatsda adalah Jabatan Fugsional Umum, Pol PP, Satlinmas
dan Kelompok Jabatan Fungsio&l aertentu.

Ba8id (edua

Su6uh OrAdisasi

Pasal T

(I) susunm orsmisasi UP Sarpol PP, iFrdin d i .

b. Subbag Tata Usaha;

c. Jabatd Fungsional UmM;

e, Satgas Linmasj

t Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
(2) Bagd strukt\rr organisasi UP satpol PP sebagaimma darM kEpira!

sebagai bagie yang tidal< terpisankd ddi Peraturs Bupari ini.

BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNITORGAIIISASI

Bagim Kesatu

Kepala UP Satpol PP

Pasd a
(11 UP Satpol PP dipimpin oleh seordg (€pala Satum ymg secda q-

offcio dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Kerertibd Umum
pada Kecmatan.
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(2) Kepala uP satpol PP sebasaimda dimaskud pada ayat (1), mempunyai
tugas pokok tuelaksanakan sebagian tugas kepala Satpoi Pp dibidang
penesal{m Peraturan Daeran datr/atau Peratu.an Bupati, ketertiban
umum, ketentamd dm perlindungan masytrakat di witayan

(3) Ddm melaksanakan tugas pokok sebagaioana dimatsud pada ayat
(2), Kepala UP Satpol PP mempunyai fungsi:

Penetap@ pen lsunm rencda dan progrm kegiatm penegaka.
Pe.aturd Daerah dm/atau Peraturan Bupati, ketertlbm umum,
ketenfuaman dan perlindungan masyarakat di wilayah (ecamatanl

pelaksma@ pengumpuld dm pengolahe data ds potensi
penegakan Peraturm Daemn dan/atau Pe.arud Bupati,
ketertibm umum, ketentramao dan perlindungan masyarakar di
wilayan (ecamatan pelal{sanmn penegakm Peratu.ao Dae.ah
dd/atau Peraturan Bupati, ketertibm umum! ketentr@d dan
perlinduogd masyarakat di wilayah Kecdaran;
pelalsanaan evaluasi, laporan dan pengendalian kegiatan
penegakan Peraturm Daerah dd/atau peraturan pelaksdam
penegakan Peraturan Daeran dmlatau Pe.atum Bupati,
ketertibd umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat di

pelaksanaan evaluasi, lapoEn dan pengendalian kegiata
penegat<an Peraturan Daerarl dan/atau Peratum Bupari,
ketertiban umum, ketentraman dao perlindungan masyarakat di
wilavah Kecamatr, kete.tib@ umum. ketentraman dd
perlindungd masy.r€Lat di wiLayah ]{ecmatanj
pelaksanad tusas'tusas lainnya dri pimpinan sesuai dengd
tugas pokok dm lunssinya.

Bagim Eedua

Sub Basid Tata Usala
Pasal9

(t) sub Basim Tata Usaha dipimpin oleh seorans Kasubbas TU ydg
secara 4€rfidio dijabat oleh (asubbag Umum du Kepegawaim pada

{2) (asubbag TU sebasaimana dimaskud pada ayat (1), mempunyal rueas
pokok helaksmakan koordinasi penlrsunm prcsram kerja,
lengelolau adminisbasi umum, perLengkapm, keuangan,
kepegawaian, hubmgd masydalat, dokumentasi, penataan a.sip,
organisasi, ketatalaksanaan serta pelayanan administrasi kepada
seluruh unit ke.ja di lingkungan UP Satpol PP sesuai dengm
leratu.d perundd8-undmgan.

(3) Untuk melaksanakan tusas pokok sebasaimana dimaksud pada ayat
(2). s' b Ba8iu Td r Usahd nerpL' ydi lunssi
a, penlusunan rencana kegiatan sub BaSian Tata usanai

b. penyiapan dm penlusunm rencda keia UP satpol PP;
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pelaksdad penselola administrasi umlm,
kepegawaian, keuegm, perlengkapm, rumal1 tmgga dan
hubungan ftasrEal<at UP Satpol PP;

penyiapm bahan fasilitasi dd dukungan adminishasi pengeloiae
kepegawaim UP Satpol PPi

peoyiapm dan pen rsunm bahan pembinan pegawai di
lingkungan UP Satpol PP;

pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;

pen)rsutrm laporan pelal{smm kegiatan uP satpol PP;

pelaLsdaa evaLuasi dd pelapor@ pelaksdad rugas Sub

pelakstu hrga kedinaw lain ydg diberikan oteh (epala Up
Satpol PP sesuai dengu biddg tusasnva,

Bagie Ketiga

Jabatan Fungsional Umum

Pasal 10

Jabatd Fungsional Umlm menjalankan tugas pokok dm tungsi
sesuai keahlid dan/atau keterdpild yang dimiliki unruk mencapai
tujuan orgdisasi UP Satpol PP;

Untuk menyelenggdakan tugas pokok dan fungsi sebagaimda
dimaksud pada ayat (1), Jabatd Fungsional Umum berada di bawai
Sub Bagiu Tata Usaia.
Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum sebagainana dimaksud pada
ayat {2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Uraid tugas Jabatan Fungsional Umum sebagaimma dimaksud pada
ayat (3), ditetapkm dengan Peraturd Bupati.

Bagian Keempat

Pol PP

Pasrl 11

Pol PP tuempunlai tugas memetihara dan menyelenggarald
ketenterman dan ket€rtiban umh, menegakkan peratur Daerah
dm Pe.aturan Bupati.
Ddd melaksanakan tugas sebagaimma dlmaksud dalam Pasal 3, Po1
PP menyelenggarakan fungsi :

a. pen usunan progam dan pelaksM ketenterdm dan
ketertibd hum, penegakan Peraturd Daeral dan Peratud

b. pelatsdam kebljako pemeliharam dan penyelengsdah
ketentemd de kete!-tiban umum di Daeran:

c. pelatsda@ kebijakan penegakd PeratuEn Daer.n dd
PeEturd Bupati;

d. pelatsmad koordinasi pemelihdam dd penyelenggd@n
ketenteraman dd ketertibd umum serta penesal{@ Perarurd

(2)

(31

{4t

(1)

(l)

(2)
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Daerah dd Peraturd Bupati dengan apdat Kepolisid Negea,
PPNS dm atau ap*atur lainnya;

e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dm menaati
Peraturan Daeran dm Peraturan Bupatl.

Pasal 12

a. melakukd tindakan penertiban nonrlstisial terha.lap wdga
msydakat, aparatur, atau badan hukum yang delal<ukd
pelangga.an atas Peraturm Daerah .lan/atau Peraturd Bupatij

b. menindak warga masyaiakatj apdatur, atau badan hukum yang
menggdccu kete.tibd umum dan ketenteramd masydakar;

c. fasilitasi dan pembe.dayad kapasitas penyelenggM perlindungan

d. melalukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyuakat,
aparatur, atau badm hukum yang diduga tuelakukan lelanggdd
atas Peraturan Daeiai dan/atau Peraturan Bupatijt dm

e. melakukan tindakd administratif (PPNS Po1 PP) terhadap warga
tusytral{aq aparatur, atau badan hukum yeg melrt{ukan
peldggaran atas Peraturs Daerah dd/atau PeEturan Bupari.

Bagian Kelima

Sadin@s
Pasal 13

Satlinmas mempunyai tugas sebagai berilrt :

1. merencdar<m, mempersiapkan, dan menwsun se a mengerahkan
potensi rakyar d..ld bidmg perlindungan masyeatat untuk
Eengurogi/memperkecil resiko bencana dd berada di garis depan
ydg kokoh kuat pada khususnya utuk membmtu dan memperkuat
pelal{sanad pertananan keamma m1<yat semestaj

2, melaksanakan pemantah kemand, ketertiban wilayah dd tempat

3. melaporkao densan sesera sutu kejadim/permasalahan di
masyarakat kepada yang beNenmg;

4. mencegah suatu kejadian/pemasarahd di masyarakat agar tidak

5. melindutrgi dan mensamankan di linglusan kerja/tempat penusasd
ddi setiap gdggum keammm dm ketertibd;

6. membdtu apdat Pemerintah Dae.ah dalam Engka mencipta&m
sit@si keddd Wilayan bersama Satgas lain
Babinkmtibmas/ Babinsaj maupun unsur ke@anan lainnya;

7. memb@tu TNI dan Polri clalam membina keamanan dan ketertibd
tetutama di wilayah penugasan sesuai peraturan perundmgtu
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a, membatu penangmm bencana yang
resiko/ mitisasi, evakuasi, dd rchabilitasii

meliputi pengurdae

9. membetu tugas Satpol PP dalam menjaga kemanan dan ketertibm

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
Pasa114

(r) Kelompok jabatan lungsionar tertentu meopunyai tugas pokok
melatseal<e sebagim tugas pokok dan fung6i UP Satpol PP sesuai
dengm keal iu dao kebutuhd.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) terdiri da.i sejmlah tenasa, dalam jenjds jabaran
lungslonal ydg terbagi dalam berbagai kelompok sesuai densd

(3) Setiap Kelompok Jabatan Fuogsiotral Terrentu sebagaim@a
dimalsud pada ayat (2), dipimpln oleh seorans tenasa fungsiooal
senior yang ditunjuk oLeh Kasatpol PP dd bertanggung jawab kepada
Kepala UP satpol PP.

(4) Jenis, jumlah dan jenjang jabatd funssiolal tersebut pada ayar {2)
ditentukan berdasarkan keburuhd dm bebd kerja densm
berpedomd kepada perature perundmg,undangan.

BAB VI

TA'|A KERJA

Bagid Kesatu

Umum

Pasdl 15

(i) Hal-hal ymg menjadi tugas UP satpol PP merupakd kesatum ydg
tidal dapat dipisahkan darl tugas Satpol PP.

(2) Pelaks@@n rungsi UP Satpol PP sebagai unsur pelaksana operasional
Satpol PP, keeiatdDya diselenggarakan oleh Kepala UP Satpol PP, Sub
Bagim Tata Usala .lan jabate fugsional Pol PP sesuai bidang tugas

(3) D.1m penyelenssdaan UP satpol PP , Kepala UP Satpol PP secara
teknis admlnistatil bertmssuns jawab kepada kepara (asat Pol PP.

(4) Dalam penyelenssden tugas dd
Kecaoatan wajib menerapkd
sinkronisasi dan simplikasi.

Iungsi di lingkungan UP Satpol PP
prinsip koordinasi, intesEsi,

(5) Setiap pimpinm dalm UP Satpol PP wajib memberikd bimbinean,
Peneawasd dd Petunjll{ pelaksanam iugas kepada bawahan,
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Bagian (edua

Pelapord
pasat 16

(1) kpala UP Satpol PP wajib menyampaikan laporm pelal{sanad bidans
rugas opFrasronal kepaod Ka6ar Pol PP rrpdr pada uokrun]€.

(2) Kepala UP Satpol PP wajib menyampaikd laporm pelal{sanaan bidmg
tugas administratif kepada Cmat di wilayah kerjdya tepat pada

(3) Kepala Sub Bagie Tata U$na menlusun dan menyahpaikm lapora
sesuai bidang tugasnya kepada Kepala UP Satpol PP tepat pada

(4) Dalam menyempaikan laporan kepada atasd, tembusd lapomo
dismpaikm pula kepada satun orgdisasi lain secara fEgsionaL
mempunyai hubunch keda.

Bagid Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 17

(1) Daran hal (epala UP satpol PP berhalmgd, (epala UP Satpol pp
menunjuk Kepala sub Basid Tata Usaha dm/atau jabatan
fungsional Pol PP sesuai dengan bidmg tugasnya.

(2) Apabila seorang pimpinan unit orsanisasi di linsLlngd UP Satpol Pp
berhalmgm melaksanakd tugas, naka yang bersangkuttu dapat
menuojuk seords pejabat satu tiogkat lebih rendah di bawahnya.

BAB VII
PEMBIAYAAN

pasal la
Pembiayaao UP Satpol PP berasal dari AnggaEn Pendapatd dan Belanja
Daeren Kabupaten cidjur serta sumber pembiay5fu lainnya yans sesuai
dengan peraturan perundang undaryan.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal19
(1) Pengmgkatan dan pembe.heotid Kepata UP Satpol PP ds pemhgku

jabatan lainnya di lingkungan UP Satpol PP dilakl]{m sesuai .lengd
peraturd petundmg-Edmg@.

(2) Kepara UP Satpol PP melaksoak@ pembioaan kepegawaian sesuai
dengs peraturd peruoddg uddgd-

(3) PensisiaE dan penetapan jumbn fu8sionar umum di linskungan UP
Satpol PP ditetapk@ oleh Camat setelah berkonsultasi dengan Kepala
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BAB Ix
KETENAUAN PENUAUP

Pas€120

PeEtule Bupati ini mulai berhr<u pada tang8al diu&ngken.
Aga Betiap o@g tung€tanui, trEerirtdrkan pengunddgan PcEtulu
Bupad id d€ngm pddpatatuya dslam Bdita Daeran (abupatd

Ditctapka! d1 Cieju
paal! tanggal 23 De*mber 2Or4

BUPATI CIAN.'UR,

Trd.

T.IEI.'EP MUCHTAR SOLEI{

Diudarlakm di CimjE
pada t nBg.I 23 De8db.r 2014

CIANJUR,

MUTAOIN

TA DAERAH KABUPAAEN CIANJUR TAHUN 2014 NOMOR 50

f*9,"et.-
"fst



BAOAN STRUKIUR ORGANISASI
UP SATMI, PP

LAMPIRAN
PERATUMN BUPATI CIANJUR
NOMOR | 50 TAHUN 2014
TENTANC : PoMBENaUTAN,
ORGANTSASI DAN
KEzuA UNI'T PEL,IKSANA
SAAUAN POI,]SI PAMONG
PRAJA KECAMATAN PADA
SATUAN POI,ISI PAMONG
PRA"IA XABUPAAEN CiANN]R

Ditetapko di cisjr
pada tanegsl 23 Deember 20 14

BUPATI CIANJUR,

ftd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEII

SUBBAG TU

FUNGSIONAL
I'MI'M

PERUNDUNGAN


